BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1) Dg NO.36/PUU-XV/2017,
I’apat menggunakan salah satu hak kun‘iﬁ sionalnya, yaitu
jak angke | satu embaga independen di Indonesia
yaitu KP. K bagai pelaksana | No.30 Tahun

~N NN
:002 te dak Pidana Korupsi

@arena pada Pasali79 a JUMD3 hak angket merupakan hak

S

erhadap  pelaksana suatu
kan pemerintah.
gsi penyelidikan,
a_putusan ini, baik
melalui pende atamrarrﬁupun ungsional, Eksekutif dalam
sistem Presidensil tidak lagi hanya sebatas Presiden, tetapi juga
termasuk lembaga independen seperti KPK karena fungsi
Eksekutif  (penyelidikan, penyidikan, penuntutan) yang
dimilikinya. Selain itu, apabila KPK merupakan bagian dari ranah

kekuasaan Eksekutif maka KPK juga termasuk dalam ruang

lingkup fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR.



2) Pengawasan terhadap KPK dapat dilakukan secara internal
maupun eksternal . Secara internal dilakukan oleh Deputi Bidang
Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan secara
ekseternal KPK bertanggungjawab untuk memberikan laporan

secara berkala kepada Presiden, DPR dan BPK, baik itu masalah

keuangan maupun kebijakan dari Pimpinan KPK. Pengawasan

B. Saran
Adapun saran saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1) Perlunya koordinasi antara lembaga Eksekutif dan Legislatif
dalam hal menentukan keberadaan KPK sebagai lembaga negara
independen di Indonesia dengan menempatkannya secara formal
dan fungsional. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah

perubahan terhadap UUD NRI 1945 untuk menyatakan dengan



2)

tegas bahwa lembaga negara independen yang memiliki sebagian
fungsi Eksekutif merupakan bagian dari ranah Eksekutif,
sehingga DPR dapat menerapkan fungsi pengawasan terhadap

lembaga negara independen tersebut sesuai dengan Pasal 79

UUMDa3.
Pengawasan DPR terhadap KPK seharusnya dilaksanakan secara
sistematis menggunakan-skema, tujuan, target yang terukur dan
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KONSEKUEAST— NuKumM yang Jelas:. "-- PK berpotensi
-yimpang dari ang-undai 1gan, maka secara
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sistematis uKan-hak interpelasi| terlebih dahulu,
Y

apabila an hasil, maka bisa

.ilanjutkan dengs an” yang tera hir DPR dapat

>g(}ggunaka fek me an pendapat. Se» n itu, apabila

R hanya dilandasi

% v / sanakan sebagai

preventif - dan | -m ‘ enjalin  koordinasi,

.' nbaga negara .al target berupa

hasil yang efesien, efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang

bersih dari korupsi serta mensejahterakan rakyat.



